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ABSTRAK

Dwi, Pratiwi Markus. 2017 ANALISIS YURUDIS KEDUDUKAN HUKUM
ADAT DAN PERANAN NOTARIS-PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH
MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KOTA SORONG PAPUA
BARAT. Tesis, Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam
Sultan Agung Semarang, Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum., Dr. H. Akhmad
Khisni, SH., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
proses pelaksanaan pendaftaran tanah adat (2) Untuk mengetahui dan menganalisis
kedudukan hukum adat dan peranan Notaris-PPAT dalam proses pendaftaran tanah
di Kota Sorong Papua Barat ditinjau: Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yudiris digunakan
untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan hukum adat dan tanah,
sementara empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang didasarkan pada
perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menghasilkan (1) Pengakuan Pemerintah Indonesia terhadap
keberadaan tanah dan hukum adat dituangkan dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dalam Proses pendaftaran tanah adat di
Kota Sorong tidak jauh berbeda dengan pendaftaran tanah pada umumnya. Hanya
saja pendaftaran tanah adat di Kota Sorong harus dibuktikan dengan beberapa
syarat yang di tetapkan dalam hukum adat setempat dan telah di atur juga dalam
PP. No 24 Tahun 1997 (2) UUPA sendiri merupakan hukum agraria nasional yang
kehadirannya didasarkan pada hukum asli indonesia yang dikenal dengan sebutan
hukum adat, sehingga untuk melakukan pendaftaran tanah di Kota Sorong harus
menggunakan surat pelepasan adat dari kepala adat setempat, dalam proses inilah
peranan Notaris-PPAT sangat dibutuhkan dalam pembuatan surat pernyataan
pelepasan adat dan peran PPAT dalam membantu masyarakat yang tidak paham
aturan adat setempat dalam proses pendaftaran tanah adat selama yang dilakukan
tidak menlanggar aturan terkait kewenangan PPAT yang di tetapkan oleh PerKaBPN
No. 8 Tahun 2013.

Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Hukum Adat, Peranan Notaris-PPAT, UUPA
(Undang-Undang Pokok Agraria).



ABSTRACT

Dwi, Pratiwi Markus. 2017 JURIDIS ANALYSIS OF CUSTOMARY LAW
POSITION AND THE ROLE OF NOTARY PPAT IN THE LAND REGISTRATION
PROCESS BASED ON THE PRINCIPAL AGRARIAN LAW IN SORONG CITY WEST
PAPUA. Thesis, Departemen of Magister Kenotariatan, College of Law, Sultan
Agung Islamic University, Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum., Dr. H.
Akhmad Khisni, SH., M.Hum.

This research aims (1) To know and analyze how the process of registration of
customary land (2) To know and analyze the position of customary law and the role
of Notary-PPAT in the process of land registration in Sorong City West Papua
reviewed: According to the Principal Agrarian Law.

This research uses a juridical-empirical approach. Yudiris is used to analyze
rules relating to customary law and land, while empirical is used to analyze laws
based on the behavior of people who always interact in daily life.

The result of this research are (1) Government of Indonesia recognition of the
existence of land and customary law is set forth in UUPA and PP. 24 of 1997 on
Land Registration, so that in the process of registration of customary land in Sorong
city is not much different from the registration of land in general. Only the
registration of customary land in Sorong must be proven by several conditions that
specify in local customary law and has been arranged also in the PP. No. 24 of 1997
(2) UUPA itself is a national agrarian law whose presence is based on indigenous
laws of Indonesia known as customary law, so to conduct registration of land in
Sorong City must use letters of customary release from the local customary chief, in
this process the role of Notary-PPAT is needed in making the declaration of
customary release and the role of PPAT in helping people who do not understand the
rules of local custom in the process of registration of customary land as long as it
does not violate the rules related to PPAT authority set by PerKaBPN No. 8 Year
2013.

Keywords: Land Registration, Customary Law, Role of Notary-PPAT, UUPA
(Principal Agrarian Law).
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